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Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Hasil Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang Triwulan Il (Juli s.d. September) Tahun 2023
Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan dengan baik
dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6082/KPA.W13-
A35/PS.01/1X/2023, tanggal 26 September 2023, tentang Hakim
Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan Surat
Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6083/KPA.W13-A35/PS.01/I1X/2023 tanggal 27 September 2023,
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Laporan ini merupakan salah satu evaluasi kinerja meliputi bidang (a)
Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, (b)
Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan,
SIKEP, SIMPEG, Komdanas, Perencanaan,Teknologi Informasi dan
Pelaporan, (c) Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA), (d)
Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permochonan,
Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara), dan (e)
Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan
Pemberkasan) sekaligus pembinaan dalam rangka upaya menuju kinerja
yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang ini
dilakukan setiap triwulan dengan harapan jika ada pelaksanaan tugas yang
masih belum sesuai, maka hal itu dapat segera ditemukan dan segera pula
dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan.

Kendati telah diupayakan untuk bisa menyuguhkan Laporan ini
dengan baik, akan tetapi Laporan ini masih perlu penyempurnaan
sehingga masukan, kritk, dan saran sangat diharapkan guna

penyempurnaan Laporan ini pada masa pengawasan berikutnya.
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Semoga Laporan Hasil Pengawasan ini bermanfaat khususnya bagi

segenap aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
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1.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/IX/2023, tanggal 26 September
2023, tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

2.  Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6083/KPA.W13-A35/PS.01/1X/2023 tanggal 27 September 2023.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk
menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat
berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang
berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan
timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan
atau kekeliruan yang terjadi. Pengawasan diharapkan pula dapat membantu
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang
telah direncanakan secara efisien dan efektif.

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Ilembaga
pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengintensifkan
pengawasan internal yang dilakukan sejak penyusunan rencana kerja
(preliminary control), saat kegiatan berlangsung (cocurrent control) dan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan (feed back control). Hal demikian dilakukan
karena pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus
dilaksanakan untuk mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara
tepat agar semua yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan.

Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah mengintensifkan
pengawasan internal yang dilaksanakan oleh para Hakim Pengawas Bidang.
Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan, maka pengawasan dilakukan
setiap triwulan (3 bulan sekali). Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hakim Tinggi Pembinaan dan
Pengawasan Daerah (Hatibinwasda).

B. Dasar Hukum Pengawasan

Dasar hukum pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama
Kabupaten Malang ini sebagai berikut:
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1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
sebagaimanan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan
dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga
Peradilan;

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6082/KPA.W13-A35/PS.01/1X/2023, tanggal 26 September 2023 tentang
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

6. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6083/KPA.W13-A35/PS.01/1X/2023 tanggal 27 Juni 2023.

C. Susunan Hakim Pengawas Bidang

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/iX/2023, tanggal 26 September 2023 tentang
Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Susunan
Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Kabupaten
Malang sebagai berikut:

N JABATAN
o) NAMA KEDINASA TIM
N
1 2 8 “
1 | Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., | Wakil Ketua | Koordinator
M.H. Pengawas
NIP. 19740807.199803.2.001
2 | Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I. Hakim Bidang
NIP. 19600605.198703.1.003 Manajemen
3 | Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. Peradilan dan
NIP. 19650315.199303.1.004 Pelayanan Publik
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4 | Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H. Hakim Bidang
NIP. 19641007.199003.2.001 Administrasi
5 | Drs. ABD. ROUF, M.H. Umum
NIP. 19660925.199403.1.005 (Kepegawaian
dan Ortala, SOP
Kesekretariatan,
SIKEP, SIMPEG,
Komdanas,
Perencanaan, Tl
dan Pelaporan )
6 [Drs. H MUHAMMAD KHAIRUL, | Hakim Bidang
M.Hum Administrasi
7 | NIP. 19670105.199203.1.005 Umum (Umum
Drs. HA. BASHORI, MA. dan Keuangan
NIP.19610224.199403.1.001 DIPA)
8 | SUTAJI, S.H., M.H. Hakim Bidang
NIP. 19680809.199203.1.003 Administrasi
Perkara (Hukum,
Tabayun, dan
Pelaporan,
Permohonan,
Gugatan,
Register, SOP
Kepaniteraan dan
Keuangan
Perkara, mediasi)
10 | Dra.Hj.ENIK FARIDATURROHMAH, | Hakim Bidang
M.H. Administrasi
NIP. 19700407.199403.2.002 Persidangan
11 | Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.E.S (BAS, Putusan /
NIP. 19630803.199103.1.003 Penetapan,
Minutasi dan
Pemberkasan

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid meliputi

semua aspek yudisial dan non yudisial, terdiri dari:

1.

Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik:
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Program kerja;

. Pelaksanaan / pencapaian target;

. Pengawasan dan pembinaan;

Kendala dan hambatan;

. Faktor-faktor yang mendukung;

. Evaluasi kegiatan;

. Posbakum;

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP);

. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
. Penanganan pengaduan masyarakat;

Pelayanan informasi;

Q@ ™ 0 o 0 T e a0 T

. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian,
(implementasi SRIN dan K3);

h. Pemanfaatan IT untuk Pelayanan Publik; dan

i. Pelayanan PT Pos dan Bank.

Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala, SOP Kesekretariatan, SIKEP,

SIMPEG, Komdanas, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan:

a. Keadaan SDM;

b. Administrasi Kepegawaian;

c. ABK;

d. Anjab;

e. LHKPN dan LHKSN;

f. Perencanaan kebutuan pegawai;

g. Mutasi internal;

h. Pengembangan pegawa berbasis kompetensi;

i. Penetapan kinerja individu;

i- Penegakan aturan disiplin/kode etik; dan

k. Update data pegawai.
I. Rensta, RKT, IKU;

m. LkjIP;

n. SOP

0. Laporan Tahunan; dan
p. Website.
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3. Bidang Administrasi Umum (Umum dan Keuangan DIPA)

a.
b.
c.
d.

e.

f.

Administrasi BMN;

Keadaan sarana Prasarana termasuk Sarana prasarana Internet;
Administrasi Keuangan DIPA 01 dan 04;

Administrasi PNBP;

Administrasi Persuratan; dan

Perpustakaan.

Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, Pelaporan, Permohonan,

Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan Perkara)

Ik

T@Q@ o0 a0 oW

. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;

. Register Perkara;

Keuangan perkara;

. Tabayun
. Pelaporan Perkara

Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama banding, kasasi dan PK;

. Register Perkara;
. SOP Kepaniteraan

Keuangan perkara;

mediasi.

5. Bidang Administrasi Persidangan (BAS, Putusan / Penetapan, Minutasi dan

Pemberkasan)

T@Q ™ 0 a0 O ®

. BAS dan kepatuhan upload e doc BAS di SIPP;
. Putusan dan kepatuhan upload e doc Putusan di SIPP;

Administrasi persidangan;

. Minutasi dan Publikasi Putusan;
. Alih media;

SIPP;

. Laporan Perkara;
. Arsip Perkara; dan

E. Waktu dan Mekanisme Pengawasan
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Pengawasan Hakim Pengawas Bidang untuk Triwulan Il Tahun 2023
(Juli s.d September 2023) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, terhitung
sejak hari Senin, 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Rabu, 4 Oktober 2023.

Penentuan waktu yang demikian dimaksudkan agar Hasil Pengawasan
Hakim Pengawas Bidang segera dapat ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil Pengawasan Hakim
Pengawas Bidang.

Setelah ada tanggapan atau tindak lanjut objek pemeriksaan, maka
Koordinator Hakim Pengawas Bidang melakukan verifikasi terhadap hasil
pengawasan untuk memastikan bahwa hasil pengawasan tersebut telah
ditanggapi/ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan (obrik) paling lama 2 (dua) hari
kerja. Selanjutnya Laporan Hasil Pengawasan Hawasbid dilaporkan oleh Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk dilaporkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Hatibinwasda.
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BAB I

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN Il TAHUN 2023

Untuk memenuhi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor 6082/KPA.W13-A35/PS.01/1X/2023, tanggal 26 September 2023
tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
dan Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
6083/KPA.W13-A35/PS.01/1X/2023 tanggal 27 Juni 2023, maka para Hakim
Pengawas Bidang telah melakukan pengawasan di bawah koordinasi
Koordinator Hakim Pengawas Bidang, mulai tanggal 2 Oktober 2023 sampai 4
Oktober 2023.

Berdasarkan Surat Tugas tersebut, Hakim Pengawas Bidang telah

melaksanakan pengawasan dan hasilnya sebagaimana berikut.

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Bahwa salah satu rangkaian dari pelayanan public adalah
melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditentukan
untuk sidang. Dalam hal ini para pihak sebelum memasuki
ruang siding, harus melapor ke Petugas untuk mendapatkan
nomor urutan/antrian sidang.

Bahwa antrian siding sudah berjalan cukup baik, akan tetapi

perlu disempurnakan, antara lain :

1. Ketika memanggil para pihak, baik Penggugat/Pemohon
maupun Tergugat/Termohon sering alat pengeras
suara/micropon tidak berpungsi atau dengan kata lain
petugas yang menangani masalah teknis tidak
mengontrol dan tidak menyiapkan lebih dulu sebelum
sidang;

2. Hampir setiap kali sidang relaas Panggilan belum sampai
kepada Panitera Pengganti atau panitera sidang,
sehingga sehingga sangat mempengaruhi jalannya
persidangan dan berakibat lambatnya pelayanan
terhadap para pihak;

3. Khusus perkara despensasi nikah, masih terdapat
kendala pemeriksaan alat bukti, karena para Pemohon
mengatakan tidak diberitahu sebelumnhya agar buktiasli
dibawa ke persidangan.
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Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan
dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan
kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan.

a. Kurangnya ketersediaan alat komonikasi/teknologi
eliktrunik yang dapat mengatur cara pemanggilan dengan
baik, tertib dan tenang. Dan kurangnya tenaga teknis/ahli
dalam bidang eliktronik sehingga hamper setiap kali
siding alat pengaras suara tidak berpungsi dengan baik;

b. Dalam Juru sita yang memanggil para pihak rangkap
jabatan sehingga diantara tugasnya ada yang tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu terlambat menyerahkan relaas
panggilan kepada Panitera siding.

c. Kurangnya penjelasan ketka menerima perkara,
disebabkan banyak perkara dan sedikt tenaga teknis
yang melayani.

1. Dalam jalannya peridangan menjadi kurang lancer, dan
lambat, sehingga layanan kepada pencari keadilan tidak
sesuai dengan salah satu asas beracara cepat.

2. Karena relaas terlambat menyerahkan kepada Panitera
Pengganti, maka sangat berpengaruh terhadap
pemeriksaan dipersidangan dan menjadi tidak sempurna
layanan terhadap masyarakat pencari ke adilan.

3. Karena masih terdapat para pihak yang tidak siap
membawaMelihatkan bukti aslinya, maka siding menjadi
lambat.

Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera
memberikan pembinaan kepada petugas/karyawan baik
tenaga honorer, petugas Pos bakum, petugas di PTSP atau
Juru Sita, dan menambah tenaga atau karyawan.

2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat,
SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi
senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang
yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Kab. Malang.

Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan
kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan
mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

o Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan

Daftar Hadir Hakim dan Pejabat.
o Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau
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Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan
Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.

Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan
beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi
belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.

Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan
sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun
2015

Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat :

. Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, te-tapi nama
masih belum dihapus;

. Kondisi kehadir-an dan ketidak kehadiran belum tergambar
secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada
hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir.

Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat
diketahui dengan mudah apakah Hakim atau Pejabat yang
bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak.

a. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan
Daftar Hadir Hakim dan Pejabat.

b. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau
Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan
Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.

Tidak tergambarkan secara benar hadir dan tidak hadirnya
Hakim atau Pejabat dalam kegiatan keseharian.

. Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang
kondisi nyata pada Papan Hadir Hakim dan Pejabat.

. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat
untuk melakukan absesi kehadiran dalam setiap kegiatan
Harian.

Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat
tidak terawat.

Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu,
seharusnya perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya
Tarik sendiri untuk masuk ke perpustakaan.

Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola
perpustakaan.

Perpustakaan jarang dilirik Pegawai

Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola
perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007.
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3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Di ruang Resepsionis terdapat dua bingkai yaitu Daftar
Hakim dan Pejabat, serta Setruktur Organisasi Pengadilan
Agama Kabupaten Malang yang sudah tidak sesuai lagi
karena ada beberapa Pejabat yang sudah mutasi.

Seharusnya nama-nama pejabat lama yang sudah mutasi
diperbaharui dan diganti dengan nama-nama pejabat yang
baru;

Seluruh pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Kab.
Malang serta apabila ada tamu yang berkunjung lebih mudah
untuk mengenali dan mengetahui kedudukan masing-
masing pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan
Agama.

Kedudukan Pejabat yang baru di Pengadilan Agama Kab.
Malang kurang tersosialisasikan.

Supaya Daftar Hakim dan Pejabat, serta Setruktur
Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
diperbaharui lagi.

Ruang tunggu bagian tengah apabila hari menjelang siang
kaadannya panas dan banyak para pengunjung yang gerah
karena kepanasan.

Seharusnya dan idialnya di ruang tunggu tengah tersebut
disediakan kipas angin minimal dua buah.

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung
juga dengan perangkat atau sarana yang memadai
diantaranya kipas angin agar para pencari keadilan yang
menunggu antrian untuk bersidang tidak kepanasan dan
merasa nyaman.

Para pencari keadilan yang menunggu antri sidang yang
menunggu lama merasa kurang nyaman karena kepanasan.

Segera di adakan kipas angin di ruang tunggu tengah.

DIPA BUA sampai dengan tanggal 30 September 2023,
untuk realisasi belanja pegawai sebesar 77,97 % dan belanja
barang 74,55 %.

Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 30
September 2023 sudah mencapai 75 % dari total pagu
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mengajukan pencairan DIPA telah sesuai

Pencairan sangat bagus
Pertahankan

4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan,
Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan
Perkara, Mediasi)

Surat gugatan yang dibantu pembuatannya oleh posbakum
tidak memenuhi standar, yaitu menggugat nafkah anak, akan
tetapi tidak menyebutkan apa pekerjaan Tergugat, berapa
kebutuhan anak/nafkah, dalam petitum tidak mencantumkan
nominalnya, mengutip petitum no. 2 pkr.no. 5085/2023,
‘Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah
Anak dan Biaya Hadhanah kepada anak-anak hasil
perkawinannya dengan Penggugat sesuai dengan
ertimbangan Majelis Hakim”.

Teori pembuatan surat gugatan dalam buku Hukum Acara
Perdata (yahya Harahap) dalam posita harus menguraikan
secara rinci dan jelas serta dalam petitum harus ditulis secara
tegas apa saja dan berapa jumlah yang diminta.

Petugas posbakum kurang mahir dalam pembuatan surat
gugat.

Perkara dinyatakan obscure

- Pengadilan memberitahu kepada LBH. UMM. supaya
petugas posbakum diseleksi terlebih dahulu, sehingga
mumpuni dalam membantu pembuatan semua jenis
gugatan,;

- Dilakukan DDKT/pembinaan secara berkala.

Sering ditemukan gugatan dengan alasan telah terjadi
perselisinan dan pertengkaran, akan tetapi baru pisah tempat
tinggal kurang dari 6 bulan.

Berdasarkan SEMA 1/2022 alasan perselisihan dan
pertengkaran tersebut harus sudah pisah tempat tinggal
minimal 6 bulan.

Kecuali dengan alasan perselingkuhan atau KDRT

Semua gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon
diterima begitu saja tanpa diseleksi atau diberi penjelasan
oleh petugas.

Perkara di No.
- Petugas Meja | (PTSP) bilamana menerima perkara dengan
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alasan seperti diatas supaya diberi penjelasan terlebih
dahulu tentang akibatnya bilamana pihak tetap
mengajukan;
- Supaya tidak terjadi disparitas putusan, dilaukan diskusi
hakim.

5. Bidang Administrasi Persidangan

Penulisan nama para pihak dalam Surat gugatan, BAS dan
Putusan memakai huruf kecil, hanya awalnya saja yang
memakai huruf besar atau capital;

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 359/KMA/XII/2022 Tentang Temple dan Pedoman
Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan
dibawah Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 2022
Penulisan para pihak dalam Surat gugatan dan BAS dan
Putusan/Penetapan, harus memakai/mengguganakn huruf
Kapilal Semua.

Belum ada sosialisasi tentang Penulisan sesuai dengan
panduan Penulisan sesuai aturan359/KMA/XI1/2022, tangal
16-12-2022 tersebut diatas;.

Penuliasn para pihak dalam Surat Gugatan, BAS dan
Putusan/Penetapan belum sesuai aturan tersebut diatas

Sosialisasi atauran tersebut dan dipedomani untuk masa
yang akan datang;

- Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 7 September dan
14 September 2023 masih berbentuk fotokopi;

- Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang
diminutasi sesuai Buku [l Edisi Revisi Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Tahun 2013;

- Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama
Sangata/Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur belum
dating

- Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik
sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;

- Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta
kepada Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur untuk
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segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;

Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 26 September
2023 dan 03 Oktober 2023 masih berbentuk fotokopi;

Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang
diminutasi Buku Il Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;.

Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama Bangil
belum datang;

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik
sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta
kepada Pengdilan Agama Bangil segera mengirimkan
asli relaas Panggilan tersebut;
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BAB llI
REKOMENDASI

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai Koordinator

Hakim Pengawas Bidang melaporkan Hasil Pengawasan kepada Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar segera dapat ditindaklanjuti oleh

objek pemeriksaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima Hasil

Pengawasan Hakim Pengawas Bidang.

Untuk efektifnya hasil pengawasan ini, maka direkomendasikana hal-hal

sebagai berikut:

1.

Agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memerintahkan
kepada para pejabat Kepaniteraan di bawah koordinasi Panitera dan para
pejabat Kesekretariatan di bawah koordinasi Sekretaris untuk
menindaklanjuti seluruh hasil temuan pengawasan ini, sesuai bidangnya
masing-masing;

Untuk memudahkan evaluasi, disarankan agar dibuatkan laporan/rekap
hasil tindaklanjut terhadap temuan-temuan permasalahan tersebut oleh
Panitera dan Sekretaris ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan
tembusan kepada Koordinator Pengawas serta Hakim-hakim Pengawas
Bidang, sehingga dapat terukur serta terpantau temuan-temuan yang telah
ditindaklanjuti dan temuan yang belum ditindaklanjuti;

Temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang tidak dapat /
belum dapat ditindaklanjuti harus diberikan argumentasi rasional / alasan
yang menjadi kendalanya sebagai tanggapan objek pemeriksaan yang
bersangkutan;

Temuan-temuan hasil pengawasan yang dan ditemukan lagi dalam
pengawasan saat ini, perlu mendapat perhatian lebih agar tidak terus
menerus menjadi temuan dalam pengawasan selanjutnya; dan

Pembinaan internal perlu dilakukan secara terus-menerus terhadap seluruh
pegawai/staf dan hakim untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan

kinerja aparatur pengadilan.
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BAB IV
TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN

TRIWULAN Ill TAHUN 2023

Berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas Bidang, hasil pengawasan

tersebut telah ditindaklanjuti/ditanggapi oleh objek pemeriksaan di bawah

koordinasi Panitera dan Sekretaris pada tanggal 5 Oktober 2023. Koordinator

Hakim Pengawas Bidang (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

telah melakukan verifikasi terhadap Hasil Pengawasan pada tanggal 6 Oktober

2023. Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah diverifikasi merupakan

Laporan Hakim Pengawas Bidang untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Agama Kabupaten Malang dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya dan ditembuskan kepada Hatibinwasda.

Adapun Laporan Hakim Pengawas Bidang yang telah ditindaklanjuti oleh

objek pemeriksaan tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

Bahwa salah satu rangkaian dari pelayanan public adalah
melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditentukan
untuk sidang. Dalam hal ini para pihak sebelum memasuki
ruang siding, harus melapor ke Petugas untuk mendapatkan
nomor urutan/antrian sidang.

Bahwa antrian siding sudah berjalan cukup baik, akan tetapi
perlu disempurnakan, antara lain :

1.

Ketika memanggil para pihak, baik Penggugat/Pemohon
maupun Tergugat/Termohon sering alat pengeras
suara/micropon tidak berpungsi atau dengan kata lain
petugas yang menangani masalah teknis tidak mengontrol
dan tidak menyiapkan lebih dulu sebelum sidang;

Hampir setiap kali sidang relaas Panggilan belum sampai
kepada Panitera Pengganti atau panitera sidang, sehingga
sehingga sangat mempengaruhi jalannya persidangan dan
berakibat lambatnya pelayanan terhadap para pihak;
Khusus perkara despensasi nikah, masih terdapat kendala
pemeriksaan alat bukti, karena para Pemohon
mengatakan tidak diberitahu sebelumnhya agar buktiasli
dibawa ke persidangan.
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Sesuai dengan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
memberikan pelayanan yang prima bagi pencari keadilan
dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan
kepuasan pelayanan bagi pencari keadilan.

1.

Kurangnya ketersediaan alat komonikasi/teknologi
eliktrunik yang dapat mengatur cara pemanggilan dengan
baik, tertib dan tenang. Dan kurangnya tenaga teknis/ahli
dalam bidang eliktronik sehingga hamper setiap kali siding
alat pengaras suara tidak berpungsi dengan baik;

Dalam Juru sita yang memanggil para pihak rangkap
jabatan sehingga diantara tugasnya ada yang tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu terlambat menyerahkan relaas
panggilan kepada Panitera siding.

Kurangnya penjelasan ketika menerima perkara,
disebabkan banyak perkara dan sedikt tenaga teknis yang
melayani.

. Dalam jalannya peridangan menjadi kurang lancer, dan

lambat, sehingga layanan kepada pencari keadilan tidak
sesuai dengan salah satu asas beracara cepat.

Karena relaas terlambat menyerahkan kepada Panitera
Pengganti, maka sangat berpengaruh terhadap
pemeriksaan dipersidangan dan menjadi tidak sempurna
layanan terhadap masyarakat pencari ke adilan.

Karena masih terdapat para pihak yang tidak siap
membawa. Melihatkan bukti aslinya, maka siding menjadi
lambat.

Agar segera dicarikan solusi dengan cara segera memberikan
pembinaan kepada petugas/karyawan baik tenaga honorer,
petugas Pos bakum, petugas di PTSP atau Juru Sita, dan
menambah tenaga atau karyawan.

Sudah dilakukan DDTK terhadap petugas Posbakum
i
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2. Bidang Administrasi UMUM, Kepegawaian dan Ortala, SOP Sekretariat,
SIKEP, SIMPEG, Komdanas, PTIP

Papan Struktur Organisasi tidak sesuai dengan kondisi
senyata-nya (nama Ketua dan Sekretaris PA Kab. Malang
yang lama) masih tertera dalam Papan Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Kab. Malang.

Papan Struktur Organisasi dibuat dan tertera sesuai dengan
kondisi nyata saat ini, sehingga dapat diketahui dengan
mudah alur proses pekerjaan dan tanggung jawab kerja di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

o Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan
Daftar Hadir Hakim dan Pejabat.

o Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau
Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan
Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.

Kurangnya tenaga personil kepegawaian dibanding dengan
beban kerja yang ada, sehingga Papan Struktur Organisasi
belum diperbarui sesuai dengan kondisi terkini.

Papan Struktur yang sudah ada agar segera disempurna-kan
sesuai dengan kondisi terkini. Sesuai SEMA Nomor 7 Tahun
2015

Papan struktur organisasi sudah update sesuai dengan
keadaan dan kondisi pegawai saat ini.

Hal 17 Laporan Hawasbid PA Kabupaten Malang Triwulan Il Tahun 2023



Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat :

a. Ada nama pe-jabat hakim yang sudah mutasi, tetapi nama
masih belum dihapus;

b. Kondisi kehadir-an dan ketidak kehadiran belum tergambar

secara nyata. Terbukti saat di-lakukan pengawasan ada

hakim yang tidak hadir, tetapi tertulis hadir.

Papan Daftar Hadir Hakim dan Pejabat dibuat agar dapat
diketahui dengan mudah apakah Hakim atau Pejabat yang
bersangkutan saat diperlukan hadir di kantor atau tidak.

a. Tidak adanya petugas kontrol harian terhadap Papan Daftar
Hadir Hakim dan Pejabat.

b. Tidak adanya kewajiban atau kesadaran pada Hakim atau

Pejabat yang hadir untuk melakukan absensi pada Papan

Hakim atau Pejabat disetiap kehadiran-nya.

Tidak tergambarkan secara benar hadir dan tidak hadirnya
Hakim atau Pejabat dalam kegiatan keseharian.

a. Ada petugas yang setiap hari melakukan kontrol tentang
kondisi nyata pada Papan Hadir Hakim dan Pejabat.

b. Perlu adanya sosialisasi kepada setiap Hakim atau Pejabat
untuk melakukan absesi kehadiran dalam setiap kegiatan
Harian.

Papan daftar hadir Hakim dan Pejabat sudah sesuai dengan
kehadiran dan keadaan setiap hari

Perpustakaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat
tidak terawat.
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Sebagai wadah untuk menimba dan mencari ilmu, seharusnyg
perpustakaan rapi dan terawat serta punya daya Tarik sendiri
untuk masuk ke perpustakaan.

Belum adanya tenaga yang memadai untuk menata Kelola
perpustakaan.

Perpustakaan jarang dilirik Pegawai

Agar ditunjuk petugas yang berkompeten untuk mengelola
perpustakaan. Sesuai Undang-undang No. 43 Tahun 2007. _
Telah ditunjuk petugas untuk mengelola perpustakaan sesuai
Undang-undang No.43 tahun 2007

SK Pengelola Perpustaan

KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN HETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALARG
Nomor : B64UKPA.W13-A3SISK HM.02.2002023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PERPUSTAKAAN PADA PENGADILAN AGAA KAG. MALAKG

HKETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

Menimbang & Bahwa dalaw sangka  mooendasken masyandal  schasamana
diomanathan  dalem  Urdeng-ndang  Dssas Negam Repuhlik
Indonesin Tahan 1995, perpasiakaan sehagel wabang  belaia
woanan sl meogombanghan poteis wigsyarakar a2ar menjedi
manusi vy beiman dan bertahwn kepada Tuhan Ve Mahs fia
berukhisk muhia, schat, berllou, cakap, Yaeiif, mandirs;

Hainwa daken rngka keleweran sueas Fengudiln Agama Kabupaten

b Mulag Kwusits daban Perpucisbaan mala poeriy diunjub Petogas
yIng meraggan perpusiak i ada Pengedilan Azsma Kab Mulang,
Tabna pegawai vang nama nya iercamum dalam s Nepuiuan o
dipundang mampu dan cokap smuk diangha whaeni Petuga,
Kearsipan

Mengingat Lo Undang-tladang  Nomor 8 Tahun 2004 fentang  Kokuasaan
Nehakiman,
2 Undang-Usdang Nomor 5 Taun 2004 fenunp Feruhahan aras
Undang-!'ndang nomer 13 Tahun |583 tenang Mabbanab Apung
RI
Undang-Undaog Nowsor 25 Tabun 2009 temtang Pefayunan Publik;
1 Undaag-tindang Nomor S0 Tabun 2004 jo Undang-Uindans Nome

3 olshun 2606 wibing Venhshan st Undanz-Undang nomwor 7

Tahuan 1989 teneang Peradilag Agsma:

Kiputusan Ketua Mahiwnah Agung Wt Nom:

HERMASKANIN2MT (o Suad Kepulusan Ken Mubbzman

Apieg RI Nomor  -HEGKVMASKL2001 jontane Pedonan

Pelnyaman Infomasi di Penzadilan,

6 Undwg-undang Nomes 43 Tahun 197 tentang Perpusiahuan

Pemturan Peeerinuh Nowor 24 Tabun 201§ Ventang Pelnksanacn

Undang-Undang Nomoe 43 1 abug 2007 Ventarg Perpustuhaan;

8 Keputusan Mahkameh Agunp RI Nomar 143 Teban 2007 Tentang
Memberiakolan Buku | tentang Pedoman Pelaksimaan Tugas Dan
Admivisdras  Penpsdilan Ridang  Pola Kelembagman  Peradilan
Adnmisrasi Kepegwwaian Peradilan,  Admioistrasi Pereucanamn,
Administrasi Tats Persuratan, Tuta Rearsipar dan  Admin isirasi

Hal 19 Laporan Hawasbid PA Kabupaten Malang Triwulan 11l Tahun 2023



heprrotok olan Kemmasan Iy beamanan. Adhminisas
Perbenudabmuus, Prote Seidung Peogadilan Dan Rumshk Dings
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MEMUTUSKAN

Menctapiin KEFUTJSAN KETUA PENGADILAN ACAMA KAS WALANG TENTANG
PENUMAINAN PETUCAS PERPUSTAMAAN PENGAIX_ AN AGAME KAB
MALANG

Portam : Menunjuk dan mengangkat pegawal
N n NABILA GHINA KUGRAHS, & JAd
NIk 1997 1 11BZ02321 2008

Pangkat Golauang vii
Palvet ar Aruiparic
Sebaga: Potugas Porpusiskann Pecgadilan Agmna Ksb, Malang,

Kodun lugas pokok daa  fimgud petoges  perpustaissn  adalah  membantu
Agamui Kah  Malang  dainm
wntisk mencar nformasi vang
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Ditctaphnn J bcpanpon
0% Crctober 2623

:.W.A Kab, Mafang

203 1990011 o)

3. Bidang Administrasi UMUM dan DIPA

Di ruang Resepsionis terdapat dua bingkai yaitu Daftar
Hakim dan Pejabat, serta Setruktur Organisasi Pengadilan
Agama Kabupaten Malang yang sudah tidak sesuai lagi
karena ada beberapa Pejabat yang sudah mutasi.

Seharusnya nama-nama pejabat lama yang sudah mutasi
diperbaharui dan diganti dengan nama-nama pejabat yang
baru;

Seluruh pegawai dan karyawan Pengadilan Agama Kab.
Malang serta apabila ada tamu yang berkunjung lebih
mudah untuk mengenali dan mengetahui  kedudukan
masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan
Pengadilan Agama.

Kedudukan Pejabat yang baru di Pengadilan Agama Kab.
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Malang kurang tersosialisasikan.

Supaya Daftar Hakim dan Pejabat, serta Setruktur
Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang
diperbaharui lagi.

Daftar Hakim dan Pejabat serta Struktur Organisasi sudah
diupdate dengan kondisi pegawai saat ini
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Ruang tunggu bagian tengah apabila hari menjelang siang
kaadannya panas dan banyak para pengunjung yang gerah
karena kepanasan.

Seharusnya dan idialnya di ruang tunggu tengah tersebut
disediakan kipas angin minimal dua buah.

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima harus didukung
juga dengan perangkat atau sarana yang memadai
diantaranya kipas angin agar para pencari keadilan yang
menunggu antrian untuk bersidang tidak kepanasan dan
merasa nyaman.

Para pencari keadilan yang menunggu antri sidang yang
menunggu lama merasa kurang nyaman karena kepanasan.

Segera di adakan kipas angin di ruang tunggu tengah.

Ruang tunggu telah dipasang kipas angina sebanyak 2
(dua) buah
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DIPA BUA sampai dengan tanggal 30 September 2023,

untuk realisasi belanja pegawai sebesar 77,97 % dan
belanja barang 74,55 %.

Seharusnya untuk triwulan ketiga yang akan berakhir 30
September 2023 sudah mencapai 75 % dari total pagu

mengajukan pencairan DIPA telah sesuai
Pencairan sangat bagus

Pertahankan

Untuk kedepannya realisassi penyerapan anggaran akan

kami tingkatkan
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4. Bidang Administrasi Perkara (Hukum, Tabayun, dan Pelaporan,
Permohonan, Gugatan, Register, SOP Kepaniteraan dan Keuangan
Perkara, Mediasi)

Surat gugatan yang dibantu pembuatannya oleh posbakum
tidak memenuhi standar, yaitu menggugat nafkah anak, akan
tetapi tidak menyebutkan apa pekerjaan Tergugat, berapa
kebutuhan anak/nafkah, dalam petitum tidak mencantumkan
nominalnya, mengutip petitum no. 2 pkr.no. 5085/2023,
“‘Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah
Anak dan Biaya Hadhanah kepada anak-anak hasil
perkawinannya dengan Penggugat sesuai dengan
pertimbangan Majelis Hakim”.

Teori pembuatan surat gugatan dalam buku Hukum Acara
Perdata (yahya Harahap) dalam posita harus menguraikan
secara rinci dan jelas serta dalam petitum harus ditulis secara
tegas apa saja dan berapa jumlah yang diminta.

Petugas posbakum kurang mahir dalam pembuatan surat
gugat.
Perkara dinyatakan obscure

- Pengadilan memberitahu kepada LBH. UMM. supaya
petugas posbakum diseleksi terlebih dahulu, sehingga
mumpuni dalam membantu pembuatan semua jenis
gugatan;

- Dilakukan DDKT/pembinaan secara berkala.

Telah dilakukan koordinasi dengan LBH UMM dan dilakukan
DDTK terhadap petugas posbakum.
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Sering ditemukan gugatan dengan alasan telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi baru pisah tempat
tinggal kurang dari 6 bulan.

Berdasarkan SEMA 1/2022 alasan perselisihan dan
pertengkaran tersebut harus sudah pisah tempat tinggal
minimal 6 bulan.

Kecuali dengan alasan perselingkuhan atau KDRT

Semua gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon
diterima begitu saja tanpa diseleksi atau diberi penjelasan
oleh petugas.

Perkara di No.

- Petugas Meja | (PTSP) bilamana menerima perkara dengan
alasan seperti diatas supaya diberi penjelasan terlebih
dahulu tentang akibatnya bilamana pihak tetap mengajukan;

- Supaya tidak terjadi disparitas putusan, dilaukan diskusi
hakim.

Telah dilakukan sosialisasi kepada petugas PTSP

5. Bidang Administrasi Persidangan

Penulisan nama para pihak dalam Surat gugatan, BAS dan
Putusan memakai huruf kecil, hanya awalnya saja yang
memakai huruf besar atau capital;

Sesuai_dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
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Nomor 359/KMA/XII/2022 Tentang Temple dan Pedoman
Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama
dan tingkat Banding pada empat lingkungan Peradilan
dibawah Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 2022
Penulisan para pihak dalam Surat gugatan dan BAS dan
Putusan/Penetapan, harus memakai/mengguganakn huruf
Kapilal Semua.

Belum ada sosialisasi tentang Penulisan sesuai dengan
panduan Penulisan sesuai aturan359/KMA/XI1/2022, tangal
16-12-2022 tersebut diatas;.

Penuliasn para pihak dalam Surat Gugatan, BAS dan
Putusan/Penetapan belum sesuai aturan tersebut diatas

Sosialisasi atauran tersebut dan dipedomani untuk masa
yang akan datang;

Telah ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada Hakim dan
Panitera Pengganti

Pembinaan kepada Hakim

“ 8
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- Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 7 September dan
14 September 2023 masih berbentuk fotokopi;

- Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang
diminutasi sesuai Buku Il Edisi Revisi Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Tahun 2013,

- Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama
Sangata/Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur belum
dating

- Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik
sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;

- Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta
kepada Pengdilan Agama Sangata/Kutai Timur untuk
segera mengirimkan asli relaas Panggilan tersebut;

Telah ditindaklanjuti dengan meminta ulang relaas asli
panggilan sidang tanggal 7 September 2023 dan 14
September 2023 kepada Pengadilan Agama Sangata/Kutai
Timur Provinsi Kalimantan Timur
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MOHON BANTUAN UNTUK SEGERA MENGIRIM RELAAS ASLE NOMOR PERKARA 4835/Pd G2023/PA Kab Mg
SIDANG PERTAMA 07-08-2023

SIDANG KEDUA 14-09-2023

SIDANG KETIGA 21-09-2023

PET

- Relaas Panggilan untuk sidang tanggal 26 September
2023 dan 03 Oktober 2023 masih berbentuk fotokopi;

- Relaas Panggilan tersebut mestinya berbentuk asli yang
diminutasi Buku Il Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013;.

- Asli Relaas Panggilan dari Pengdilan Agama Bangil belum
datang;

- Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik
sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
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- Supaya Pengadilan Agama kabupaten Malang meminta
kepada Pengdilan Agama Bangil segera mengirimkan asli
relaas Panggilan tersebut;

Telah ditindaklanjuti dengan meminta ulang relaas asli
panggilan sidang tanggal 26 September 2023 dan 3 Oktober
2023 kepada Pengadilan Agama Bangil

¢ B 0§ 8 0 & B D ' yore
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MOHON BANTUAN UNTUK SEGERA MENGIRIM RELAAS ASLI NOMOR PERKARA 5232Pat G2020PA Kao Mg |
SIDANG PERTAMA 26-09-2023
SIDANG KEDUA 03-10-2023

Kepanjen, 6 Oktober 2023
Panitera, Plt. Sekretaris,

/ .

S /2

syhari, S.H., M.H. Buyung Témanggor, S.H.

pengawasan ini telah diverifikasi oleh Koordinator Hakim Pengawas

Bidang pada tanggal 6 Oktober 2023.

Koordinator Hakim Pengawas Bidang,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.
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BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang
Triwulan Ill Tahun 2023 tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja aparatur
Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan adanya peningkatan
dalam beberapa hal dengan ditandai telah adanya tindaklanjut dari beberapa
temuan Hasil Pengawasan sebelumnya, baik pengawasan eksternal maupun
pengawasan internal. Namun demikian, masih ada temuan-temuan yang
memeriukan kesungguhan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga
seluruh aspek pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan aturan yang
ada.

Untuk dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas dengan baik dan benar,
maka harus selalu dijaga dan ditingkatkan kekompakan dan kerjasama segenap
aparatur pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan tetap mengikuti
perkembangan aturan yang ada. Dengan demikian diharapkan akan dapat
meminimalisasi kekurangan dan mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja

bersama.

B. Saran

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga
dengan semangat Kerja Cerdas dan Kerja lkhlas serta Kerja Tuntas kita mampu
mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan selalu
termotivasi dengan motto “PA Kabupaten Malang PASTI BISA”, Pengadilan
Kabupaten Malang Profesional, Akuntabel, Santun, Transparan, Inovatif,

Bermartabat, Integritas, Semangat, Amanah.
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